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Abstrak

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau
kasino melalui internet. Pelaku judi online tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Online game yang
sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet.
Praktek perjudian online dilakukan dengan melakukan traksaksi berupa menjual chip yang kemudian ditawarkan
dan dibeli oleh orang lain atau agen tertentu untuk dijual/ditransfer ke account poker lain yang berminat. Pin dan
chip ini akan dijual dengan harga tertentu secara cash (tunai) dalam bentuk uang (rupiah). Pengaturan tindak
pidana perjudian bola online di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan untuk pengaturan tindak pidananya di
atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik tersebut. Penegakan hukum oleh hakim
terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola online pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
870/Pid.B/2018/PN.Mdn adalah dengan penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian.
Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi bola adalah kurangnya upaya penanggulangan yang dilakukan
oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk
menjatuhi pidana terhadap pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur
mengenai tindak pidana perjudian online ini.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Judi Online.

Abstract

Gambling via the internet (internet gambling) usually occurs because of placing bets on sports or casino activities via
the internet. Online gambling perpetrators can be convicted based on Article 27 paragraph (2) jo. Article 45
paragraph (2) of Law Number 19 Year 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Online games are
actually the whole process both the stakes, the game and the collection of money through the internet. The practice of
online gambling is done by doing transactions in the form of selling chips which are then offered and bought by other
people or certain agents to be sold / transferred to other interested poker accounts. These pins and chips will be sold
for a certain price in cash (cash) in cash (rupiah). Information and Electronic Transactions precisely in Article 27
paragraph (2) and for the regulation of criminal acts is regulated in Article 45 of the Information Act and the
electronic transaction. Law enforcement by the judge against the perpetrators of online soccer gambling crime in
Medan District Court decision No. 870 / Pid.B / 2018 / PN.Mdn is by applying criminal sanctions against the makers of
gambling criminal acts. Juridical obstacle in proving the crime of gambling is the lack of countermeasures made by the
law enforcement authorities themselves, the law enforcers still use the old regulations to condemn the crimes against
the perpetrators of this online gambling, while there are special regulations that regulate the crime of online
gambling.
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PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.
Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan negara Indonesia berdasar atas Hukum
(Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Dengan pemuatan
dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945
memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum
nasional negara Indonesia.

Undang undang dasar 1945 telah menyatakan bahwa informasi merupakan hak
azasi yang dilindungi oleh undang undang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28
F: "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Meskipun setiap warga negara
memiiki hak dan kebebasan dalam menggunakan informasi Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa hak tersebut tetap harus dibatasi agar menghormati hak dan
kebebasan orang lain jua.

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melandaskan segala bentuk
perlakuan atas dasar hukum. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam kitab UUD 1945
Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan
konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan,
kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sebagaimana
hukuman bagi pelaku judi online.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia
kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk
saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet
merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media internet
seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama
sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup
masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless),
serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan teknologi

informasi telah melahirkan beragam jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi
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dengan berbagai fasilitasnya, dalam hal ini internet merupakan bagian dari kemajuan
teknologi informasi tersebut, yang memberi kemudahan dalam berinteraksi tanpa harus
berhadapan secara langsung satu sama lain (Ikhsan, 2016).

Bangsa Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang menuju masyarakat
industri yang berbasis teknologi informasi, dalam beberapa hal masih tertinggal. Kondisi
ini disebabkan karena masih relatif rendahnya sumber daya manusia di Indonesia dalam
mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini termasuk kemampuan
dalam menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul
adalah tingginya tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beragam modus
operandinya.

Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone
dan komputer, dimana handphone (telepon genggam) dipergunakan sebagai sarana
komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya
tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas.
Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa
kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional (Raharjo, 2003).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak,
baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi
bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain
menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Kemajuan teknologi komputer dan
internet juga berpengaruh terhadap berkembangnya tindak pidana perjudian dengan
memanfaatkan kedua sarana tersebut. Jenis tindak pidana ini, tidak mudah dihilangkan
dalam masyarakat, apalagi dengan sifatnya yang lebih privasi dan tertutup, memudahkan
pelaku untuk melakukan kejahatan ini (Marlando, 2016).

Hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral
serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan
nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental
masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem
sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya
peradaban manusia (Raharjo, 2002).

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah permainan dengan memakai wuang sebagai taruhan. Berjudi ialah
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mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan
kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar
daripada jumlah uang atau harta semula. Perjudian adalah suatu permainan dimana
pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya
satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan
memberikan taruhannya kepada pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan
sebelum pertandingan dimulai.

Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang
melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin
banyak. Mulai dari kamar hotel, pertandingan sepakbola, hingga dunia maya. Perjudian
merupakan salah satu kejahatan yang tidak mudah diberantas. Dalam perspektif hukum,
perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat.
Pola berjudi mendorong orang untuk selalu merebut kemenangan, dan menjadikan
dirinya serakah serta gila kemenangan. Namun akibatnya, justru menderita kekalahan.
Sedangkan dampak dari adanya perjudian tersebut bisa merangsang orang untuk
berbuat kriminalitas seperti mencuri, merampok, korupsi dan melakukan macam-
macam asusila lainnya.

Dampak dari perjudian sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa.
Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan
masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka
akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat terjadi
dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil bagi mereka yang melakukan.
Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan serta
pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.

Judi melalui internet (internet gambling) biasanya terjadi karena peletakan taruhan
pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya
seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya
melalui internet (Farah, 2018). Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan
diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online.
Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada website judi tersebut

(Hasanah, 2017).
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Masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perjudian, bagi mereka yang tidak
ikut tapi mengetahui adanya perjudian sudah seharusnya mereka ikut serta melakukan
pemberantasan perjudian dilingkungannya yaitu dengan melaporkan kepada pihak
berwajib agar para penjudi ini bisa ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat
dihilangkan agar tercipta masyarakat yang sehat dan peduli akan hukum dan bagi
mereka yang melakukan perjudian haruslah sadar akan dampak negatif perjudian dan
berusaha tidak melakukan kegiatan perjudian bersama-sama dan bekerjasama untuk
memberantas dan menghapus perjudian.

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal
para penjudi dan bandar-bandar judi tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku,
padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di
negara Indonesia. Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum
itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita hukum yang diharapkan. Hampir
disetiap lingkungan masyarakat terdapat praktek perjudian, masyarakat setempat tidak
ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka
cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus-menerus, padahal

tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan,
menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana perjudian bola online yang dihubungkan dengan peraturan
perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang
berlaku mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola
online serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan
tersebut dalam hubungannya dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
perjudian bola online.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode

pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.
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Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan
menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it writeen in the book) maupun
hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as it is decided by the
judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, dengan
tujuan mendapatkan hasil secara kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan cara penelitian
kepustakaan (library research) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa
literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain.

Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin
ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya
hukum itu sendiri. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang
akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada,
sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam
pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer
dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang
meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-
buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: a) Bahan hukum primer yakni
bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian bola online; b) Bahan
hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer
berupa putusan-putusan Pengadilan, buku-buku yang berkaitan dengan objek yang
diteliti; c¢) Putusan-putusan Pengadilan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
putusan dengan memperhatikan tujuan penelitian ini dan dengan melihat ciri-ciri dan

sifat-sifat dari objek yang diteliti dan hasilkan nanti akan digeneralisasikan.
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Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang
sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti.
Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam
penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.
Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat
dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data
dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses
mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan
kesatuan uraian dasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistemasikan,
diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analsis data kualitatif adalah upaya
yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-
milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Sehingga
dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian
ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan

sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Judi Online

Salah satu bentuk judi online adalah sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 870/Pid.B/2018/ PN.Mdn dengan terdakwa Sanny yang melakukan
permainan judi online dengan cara pemain judi harus membuka aplikasi melalui website
www.google.com dengan mengisi kolom pencarian www.seniorbetting.com dan
melakukan login dan meminta rekening deposit judi melalui live chat dengan operator
situs www.seniorbetting.com yang disediakan oleh penyelenggara judi, setelah

mengetahui rekening deposit. Selaku pemain langsung mentransfer uang dengan
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menggunakan Nomor Rekening: 0010317282 Bank BCA atas nama Stevanus Marcellius
ke rekening deposit yang telah diberikan Customer Service dengan Nomor Rekening
BCA: 7540404733 atas nama Sandy Wijaya. Selanjutnya pemain mengisi formulir deposit
yang tertera pada tampilan website tersebut sebagai konfirmasi bahwa pemain sudah
mentransfer deposit ke website www.seniorbetting.com kemudian website sbobet
muncul untuk persiapan bermain judi.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa Sanny telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian dan tindak pidana pencucian
uang sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP
dan Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1
KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka dengan
demikian terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan tindak pidana
pencucian uang sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan pertama melanggar Pasal
303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dengan
telah dapat dibuktikan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo.
Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan

terhadap terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana.

Judi Online Berdasarkan Hukum Acara.

Berdasarkan dengan fakta-fakta yang terdapat pada keterangan saksi-saksi,
keterangan ahli serta keterangan tersangka, maka jelaslah bahwa rumusan surat
dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian
diajukan dalam persidangan.

Seorang Jaksa mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak
sampai lolos dari jerat hukum adalah suatu hal yang lumrah, salah satu cara yang

diusahakan untuk mempertahankannya adalah dengan membuat surat dakwaan dengan
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jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh
terdakwa.

Dakwaan yang dipergunakan dalam kasus ini adalah dakwaan alternatif, sebab
dalam perbuatan pelaku ada beberapa pasal yang dipersangkakan dan guna menjerat
pelaku agar tidak ada celah untuk lolos dari perbuatannya. Penerapan Pasal Pasal 303
ayat (1) ke-1 KUHP, dimana jaksa telah mempertimbangkan terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana judi.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP karena semua
unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa terbukti melakukan
perjudian dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan pertama melanggar
Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan
demikian, pada kasus ini penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah sesuai dan
terhadap teradkwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian.

Dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan,
yang telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap baik mengenai identitas
terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan
disertai dengan waktu dan tanggal perbuatannya serta tempat perbuatan itu
berlangsung, sehingga dengan demikian maka dakwaan tersebut secara formil telah
memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ditinjau dari jumlah alat bukti yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk
membuktikan kesalahan pelaku, maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil
dalam pembuktian kesalahan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa :
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya.”

Hakim memang harus menegakkan Kketentuan undang-undang tetapi tidak
mengesampingkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan suatu tindak pidana.
Tujuan hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa adalah agar terdakwa bisa
menjadi lebih baik dan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan
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pemidanaan yaitu tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk
mendidik, memeperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi

orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Prodjodikoro ,2004).

Judi Online Berdasarkan Hukum Pidana Materiil.

Melihat penerapan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka pada pembuktian
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diketahui bahwa
terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka
Jaksa Penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling dianggap terbukti yakni
dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: a) Unsur barang siapa; b) Unsur
dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai pencarian.

Dihubungkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan
terdakwa yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu bahwa
yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum
yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-
saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan
identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan
dalam persidangan ini adalah Sanny sebagai manusia yang dapat mempertanggung
jawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur barangsiapa
telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk
permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta
dalam suatu perusahaan untuk itu, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan
lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan
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atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang berada di dalam atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan,
pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sesuai Pasal Pasal 303 ayat (1)
ke-1 KUHP sehingga wajar dan patut diberi ganjaran hukuman yang setimpal dengan
perbuatannya. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 ayat (1)
ke-1 KUHP terhadap terdakwa (Sanny), menurut analisis penulis, sudah tepat sebab
perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi

rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Aspek Keadilan Putusan Hakim terhadap Judi Online

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak
pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga
masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan
keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan
untuk menyelesaikan perkara pidana. Melalui putusannya, seorang hakim dapat
memidana, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara,
menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat,
sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Semuanya harus
dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.

Pertimbangan hakim dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah
menjatuhkan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang dilakukan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka unsur-unsur dakwaan Penuntut
Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan harus dipandang telah cukup terpenuhi
dalam diri terdakwa.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya
sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak
dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan
pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya

sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga

4@ http://mahesainstitute.web.id/ojs2 /index.php/jehss @ mahesainstitut@gmail.com 438

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0



Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online)
Vol 2, No. 2, Desember 2019, DOI: https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102

minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap
terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat
bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat membuktikan
bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti
yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu
dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang
menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:
“Dalam sidang permusyawarahan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau
pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan”

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatkan bahwa putusan pengadilan
adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat
berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang
diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam
persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana. Hakim
dalam persidangan harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta
terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan
perundang-undangan.

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang
terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-
barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis
yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi
terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah
terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
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Pertimbangan Yuridis Judi Online

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan
pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang
telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud
tersebut, adalah dakwaan jasa penuntut umum, dakwaan adalah surat atau akta yang
memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan
dan ditarik dari hasil pemerikasaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan
bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum
acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal
143 ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus
diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas
terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana
dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat
disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara
tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja tetapi jika
lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif sehingga
penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan
peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut
pertimbangannya telah terbukti, surat dakwaan yang tindak pidananya masing-masing
dirumuskan secara saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada pengadilan
untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh
terdakwa sehubungan dengan tindak pidana. Biasanya dalam surat dakwaan ada kata
“atau”. Surat dakwaan subsideritas ialah surat dakwaan yang terdiri atas atau beberapa
pasal dakwaan atau berjenjang-jenjang berurutan mulai dari ancaman hukuman terberat
sampai kepada tindak pidana yang paling ringan. Subsidair disini dimaksudkan sebagai
susunan dakwaan pengganti (Whit the alternative of) dengan maksud dakwaan subsidair
menggantikan yang primair itu tidak terbukti dipersidangan pengadilan. Jadi, jika dalam
suatu dakwaan terdapat hanya 2 (dua) saja pasal yang didakwakan, maka yang pertama

disebut primair dan kedua disebut subsidair.
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Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-
jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh
pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan
tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana
tersebut di atas. Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan
dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam
persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa
penuntut umum.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang
merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam
Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan
dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang
disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil
rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti
yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah de
auditu testimonium.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan
sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang
tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami
sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering
dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan
terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.
Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh
penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi
keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua
yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan
dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek

persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.
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Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan
suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang
ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang
yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk
menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk
membuktikan kesalahan terdakwa.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam
putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan,
dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Hakim
dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis.
Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam
pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis,
psikologis, kriminologis dan filosofis.

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana perjudian,
antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan
saksi dalam persidangan, barang bukti perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa

dan kondisi terdakwa.

Alasan yang Meringankan Judi Online

Belum pernah dihukum atau residivis, dengan maksud bahwa terdakwa sebelum
melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi
pidana.

Sopan dalam persidangan, pada saat persidangan berlangsung, semua orang yang
ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh
dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati smua peraturan yang ditetapkan
saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai
pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

Adanya sikap terus terang dalam persidangan, selama pertanyaan yang diajukan di
dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal

tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang
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akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim
dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, setelah terdakwa mengakui
perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa
telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan
suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan

kepada terdakwa.

Alasan yang memberatkan dalam judi online

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk
tindak pidana penipuan. Terjadinya tindak pidana penipuan di suatu tempat akan
menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar
terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat
khawatir akan menjadi korban tindak pidana penipuan berikutnya. Keresahan yang
dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan
terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan
kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan. Sesuai dengan Pasal 176 KUHP,
apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada
waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat
putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir). Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat
(2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui
perbuatannya.

Khusus dalam tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa, hakim
sebelum menjatuhkan pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: 1) Hal
yang memberatkan bahwa: a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; b)
Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; 2) Hal-hal yang meringankan: a)

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; b) Terdakwa berterus terang dipersidangan; c)
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Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum; d) Terdakwa statusnya sebagai
mahasiswa yang berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdawka, maka hakim
terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar
belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak
pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Selayaknya diketahui bahwa hakim diberi fungsi oleh undang-undang untuk
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang selalu dituntut untuk
memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Hakim di dalam
menjalankan fungsinya diberi kebebasan dan kemandirian. Hakim menggunakan
kebebasan dan kemandiriannya terutama dalam memberikan putusan perkara pidana.

Hakim dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim
harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam
hukum pidana. Adapula pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang
perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan
perbuatan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jelaslah bahwa hakim dalam pengambilan
keputusan dipersidangan ada 3 hal yang menjadi acuannya yaitu: 1) Asas Kepastian
Hukum; 2) Asas Keadilan; 3) Asas Manfaat.

Kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah peraturan perundang-
undangannya. Asas keadilan disinilah cenderung lebih kepada sikap masyarakat,
bagaimana mengembalikan/memulihkan keadaan sosial masyarakat sehubungan
dengan kasus ini, hal ini juga agar menjadi efek jera kepada orang lain agar tidak diulangi
lagi. Asas manfaat biasanya diarahkan kepada terpidana sehingga jangan sampai
pemidanaan yang diberikan ini tidak bermanfaat bagi terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa penjatuhan hukuman oleh hakim
terhadap seorang yang melakukan tindak pidana perjudian adalah salah satu bagian
penting. Menjatuhkan putusan pidana, maka seorang hakim mempunyai kebebasan

untuk menentukan berat hukuman. Meskipun demikian kebebasan tersebut bukanlah
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kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya
peristiwa pidana yang dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-
perbuatan yang diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan, usia, tingkat
pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun kepribadian bangsa, perlu
mendapat perhatian. Dengan perkataan lain pertimbangan kepentingan harus
disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku
di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia yang dikaitkan
dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu bertanggung jawab dan tidak
bertanggung jawab sehingga keadilan dalam penerapan hukuman dapat tercipta.
Permasalahan yang timbul dari hukum, yakni teori hukum pidana mana yang harus
dipergunakannya dalam rangka mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa pidana
yang dihadapkan kepadanya.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap
terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam persidangan peradilan. Jika
tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa dapat dihukum, maka hakim dapat
menetapkan berat dan ringannya hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang

dipergunakannya.

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perjudian online di Indonesia diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tepatnya pada Pasal 27 ayat (2)
dan untuk pengaturan tindak pidananya di atur pada Pasal 45 Undang-undang Informasi
dan transaksi elektronik tersebut. Dalam hal pengaturan tindak pidana judi online ini
tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana judi (konvensional) yang sudah
lebih dahulu dikenal di masyarakat, untuk itu peranan dari peraturan-peraturan yang
telah ada sebelumnya sangat dibutuhkan, seperti pengaturan tindak pidana di dalam
Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Perintah Pelaksanaan

terhadap undang-undang No. 7 Tahun 1974
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Penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada
putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/ PN.Mdn adalah dengan
penerapan sanksi pidana terhadap pembuat tindak pidana perjudian dengan sistem
minimum umum dan sistem maksimum Kkhusus dapat mendistribusikan kekuasaan
pemidanaan lainnya di tingkat bawah. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu
bentuk tindak pidana diancam dengan pidana penjara dan pidana denda dan pencabutan
hak untuk menjalankan profesi terhadap pembuat yang melakukan tindak pidana
perjudian dalam menjalankan profesinya.

Hambatan yuridis pembuktian tindak pidana judi adalah kurangnya upaya
penanggulangan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum sendiri, penegak hukum
masih menggunakan peraturan-peraturan yang lama untuk menjatuhi pidana terhadap
pelaku perjudian online ini, sementara sudah ada peraturan khusus yang mengatur
mengenai tindak pidana perjudian online ini. Peran masyarakat yang merupakan peran
utama untuk membasmi ataupun menghapuskan tindak pidana perjudian online ini
dipandang masih kurang, dikarenakan masih banyak di kalangan masyarakat yang
menganggap perbuatan judi online ini merupakan suatu hal yang tidak berbahaya bagi
masyarakat ataupun merupakan hal yang lumrah dimasyarakat, dimana dapat diketahui

dari tindak pidana judi ini dapat berakibat terjadinya tindak pidana lain.
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